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								    				    PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN Oleh : Sumaryono



A. Latar Belakang Tindak pidana di bidang perekonomian merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaku di suatu bangsa, sedangkan hukum ekonomi yang berlaku di suatu negara tidak akan terlepas dari sistem ekonomi yang di anut oleh bangsa tersebut. Salah satu dari jenis tindak pidana ekonomi adalah penyelundupan yang dilakukan dalam kaitannya dengan kegiatan impor. Tindak pidana penyelundupan dilakukan untuk menghindari kewajiban pembayaran pajak impor yang dilakukan untuk peningkatan profit perusahaan (korporasi). Faktor perundang-undangan diperlukan dengan melakukan pembaharuan di bidang hukum pidana ekonomi terutama mengenai kebijakan formulasi yang menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana ekonomi.1 Pembaharuan dimaksud juga menunjuk kepada perbuatan penyelundupan khususnya yang dilakukan oleh korporasi. Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakuannya, dapat menyimpang dari ketentuan umum Buku I KUHP. Bahkan dalam hukum acara (hukum formal) peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat menyimpang dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur dalam KUHP. Subyek tindak pidana diperluas karena tidak saja meliputi orang pribadi tetapi juga badan hukum. Sedangkan dalam masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan maupun pola ancaman sanksi, juga dapat menyimpang dari ketentuan KUHP. 1



Di dalam ruang lingkup perekonomian terlihat adanya perbuatan yang dapat digolongkan dalam kejahatan ekonomi (dalam pengertian luas) yang di atur tersebar di berbagai undang-undang selain di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi No.7/drt/1955 (dalam pengertian sempit), demikian juga kemajuan teknologi yang semakin canggih menuntut adanya penanggulangan kejahatan yang dapat menjaringnya secara integratif.
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 Sepanjang pengetahuan penulis, belum pernah ada undang-undang yang menyatakan bahwa Undang-Undang (Drt.) Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi tidak berlaku, meskipun secara yuridis, delik-delik ekonomi yang diatur dalam Undang-Undang (Drt.) Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi dapat dikatakan hampir “punah” atau telah diatur dalam undang-undang yang lain di bidang tindak pidana ekonomi. Banyaknya undang-undang khusus tersebut juga memiliki konsekuensi terhadap perkembangan hukum pidana karena undang-undang khusus tersebut pada satu bagiannya mengatur tentang ketentuan pidana. Undang-undang yang sebelumnya diadakan untuk keperluan birokrasi pemerintahan yang bercorak administratif dirumuskan untuk ditegakkan dengan bantuan hukum pidana. Dari sinilah bermula satu konsep tentang pidana administrasi karena hukum pidana didayagunakan untuk membantu



menegakkan



hukum



administrasi



pengelolaan



dan



pemanfaatan



sumberdaya. Dalam catatan Barda Nawawie Arief terdapat sedikitnya 25 (duapuluhlima) undang-undang yang memuat tindak pidana administratif.2 Sedangkan pengertian kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana.3 Tindak pidana ekonomi adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orangorang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya.



Kompleksitas kejahatan di bidang ekonomi dapat



dikaji dari motif atau modus operandi kejahatan tersebut, yaitu sukar untuk dicari atau dideteksi bagaimana kejahatan tersebut dilakukan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara tersembunyi penuh dengan tipu muslihat dan akal-akalan sehingga sulit untuk diketahui. Dalam praktik penanggulangan terhadap kejahatan ini sangat menyulitkan dalam kegiatan penyedikan maupun penuntutan, sehingga para pelaku tidak seluruhnya dapat diungkap.



2



3



Barda Nawawie Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal.1923. http://eprints.undip.ac.id (diunduh tanggal 14 Desember 2012: jam, 21.15 WIB)
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 Kejahatan di bidang ekonomi karena erat kaitanya dengan kejahatan lainya seperti korupsi, maka biasanya kejahatan ini pun dilakukan oleh pelaku-pelaku baik dari kalangan pebisnis seperti pengusaha maupun pejabat baik kalangan ekskutif maupun perbankan pemerintah yang bekerja sama sehingga kejahatan tersebut dapat digolongkan sebagai kejahatan terorganisir (organized crime). Seiring dengan perkembangan zaman, korporasi diterima sebagai subjek tindak pidana hal ini diawali dengan adanya Undang-Undang No. 7 Drt. 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, pada Pasal 15 yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Setelah itu diikuti dengan berbagai undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, Undang-Undang No.15 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga faktanya sekarang pengaturan tentang berbagai masalah dalam masyarakat dominan diatur di luar KUHP. Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum menjadikan korporasi dapat bertindak seperti manusia, keberadaan dan ihwal korporasi seperti hak, kewajiban, tindakan hingga tanggungjawabnya ditentukan oleh undang-undang. Selain itu dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum membawa dampak yang positif dalam aktivitas bisnis karena dapat menguasai kumpulan modal dari banyak orang di atas suatu jangka waktu yang tidak dipengaruhi oleh kematian atau penarikan diri dari individu-individu, akan tetapi di sisi lain juga menimbulkan perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (dader). Kongres PBB ke 7 tahun 1985 tentang The prevention of crime and the treatment of offenders di Milan Italia membiicarakan tema tentang “dimensi baru kejahatan dalam konteks pembangunan”. Dimana salah satu permasalahan dalam tema tersebut, adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) berupa abuse of public power and abuse of economic power, dimana keduanya bergandengan erat dalam bentuk kemungkinan kolusi antara dua jenis kekuasaan untuk mendapatkan mendapatkan keuntungan ekonomi baik individu maupun kelompok. Pelaku dan
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 bentuk kejahatan di bidang ekonomi memberikan gambaran yang dapat digolongkan sebagai kejahatan “white collar crime”, yaitu kejahatan yang diistilahkan sebagai kejahatan kerah putih (the violation of criminal law by a person of high socioeconomic status in the course of occupational activity).4 Sutherland menyatakan kejahatan tersebut sebagai “white collar criminality”, dan menurut Gillbert & Robert F.Meier, kejahatan “white collar criminality”, ini meliputi kejahatan di bidang bisnis, politik dan profesi.5 Mardjono Reksodiputro menyatakan dalam bidang kriminologi juga banyak memberi perhatian pada masalah “white collar criminality”, ini yaitu baik kejahatan di bidang ekonomi maupun kejahatan di bidang korupsi, karena keduanya sering berkaitan dan dilakukan oleh orang-orang yang yang terpandang di mata masyarakat serat dampak dari kejahatan ini sangat besar di bidang ekonomi suatu negara.6 Selanjutnya Kongres PBB ke 8 Tahun 1990 di Havana Cuba, menyatakan sangat perlunya perhatian terhadap kejahatan ekonomi yang dalam praktiknya erat dengan kejahatan penyalahgunaan kekuasaan, karena dapat menimbulkan:7 a.



can destroy the potential effectiveness of all type of governmental programmers;



b.



hinder development;



c.



victimize individuals and groups. Muladi, menyatakan fungsionalisasi hukum pidana dalam penanggulangan



white collar crime bukanlah mudah, karena terdapat banyak kendala dalam praktik penanggulangan kejahatan tersebut, yaitu:8 a.



Kejahatan sulit dilihat (low visibity);



b.



Kejahatan sangat kompleks (complexity);



c.



Penyebaran pertanggungjawaban (diffusion of responsibility);



4



5 6 7 8



Barda Nawawi Arief, Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Ekonomi, Makalah Seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 7 Desember 1990, hal.2. Ibid. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal.136. Ibid. Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal.5.
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 d.



Penyebaran korban yang luas (diffusion of victimization);



e.



Kendala pedeteksian dan penuntutan (detection and prosecution);



f.



Perauran yang tidak jelas (ambiguos laws);



g.



Ambiguitas pelaku tindak pidana (ambiguous man of offenders). Permasalahan akan segera muncul sehubungan dengan pertanggungjawaban



pidana dari korporasi, karena asas utama dari pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan (schuld) pada pelaku, sehingga bagaimanakah harus mengkonstruksikan



kesalahan



dari



suatu



korporasi,



serta



bagaimana



pertanggungjawaban pidana dan unsur kesalahan pada korporasi, apakah tetap dapat dipertahankan seperti halnya pada manusia. Konsekuensi dari persoalan tersebut menjadikan peraturan perundang-undangan yang tidak spesifik merumuskan prinsip pertanggungjawaban



pidana



korporasi



sulit



untuk



diaplikasikan



sehingga



memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran. Menghindari berbagai penafsiran tersebut, sudah seharusnyalah undangundang yang memuat tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dirumuskan secara spesifik. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan memenuhi rumusan kebijakan legislasi menyangkut sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Kebijakan legislasi yang berlaku pada saat ini khususnya yang memuat tentang pertanggungjawaban korporasi meliputi, perumusan perbuatan yang dilarang (dalam hal apa dan bagaimana suatu kejahatan dikatakan sebagai kejahatan korporasi) dan penentuan kesalahan pelaku masih kurang jelas, begitu juga dalam menentukan siapasiapa yang dapat melakukan tindak pidana tersebut. Penentuan kesalahan korporasi, yang merupakan urat nadinya hukum pidana juga sangat sulit, karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, sebab pada hakikatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi). Begitu juga masalah sanksi pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dangan pertanggungjawaban korporasi, belum tertata secara jelas mana yang pidana pokok, pidana tambahan serta tindakan. Meskipun hal tersebut telah ada
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 tetapi apa dasarnya menetapkan suatu sanksi sebagai pidana pokok atau pidana tambahan, undang-undang tidak menjelaskan. Akibat dari ketidak jelasan tersebut akan terjadi keragu-raguan pada majelis hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, sehingga kecil kemungkinan terealisasinya kepastian hukum dan peraturan hukum yang ideal. Selain itu berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya oleh aparatur penegak hukum dalam penanganan masalah kejahatan korporasi masih beranjak dari paradigma lama yakni melihat konsep kejahatan secara konvensional, berakibat penanganannya juga tidak berbeda dengan penanganan kejahatan konvensional lainnya. Permasalahan tersebut akan semakin berpengaruh dalam aspek hukum kehidupan masyarakat karena pada semua tingkat di dalam korporasi terdapat pelembagaan mengenai ketidak bertanggungjawaban dengan membiarkan korporasi menjalankan fungsinya, namun di balik itu seolah-olah membiarkan individu-individu dalam korporasi tertutup oleh tirai yang seakan-akan bertindak sesuai dengan moral. Begitu juga pejabat-pejabat yang lebih tinggi dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban dengan memberikan alasan bahwa tindakan–tindakan ilegal dalam mencapai tujuan-tujuan korporasi yang begitu luas berlangsung tanpa sepengatahuan mereka. Begitu pula dengan pendelegasian tanggungjawab dan perintah yang tidak tertulis menjaga mereka yang di puncak struktur korporasi jauh dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh keputusan-keputusan dan perintah mereka, seperti halnya para pimpinan kejahatan terorganisir, kekayaan tetap tidak tersentuh hukum. Pemberantasan kejahatan di bidang ekonomi dilakukan seyogianya secara total enforcement atau paling tidak full envorcement, tetapi tidak menutup kemungkinan secara actual enforcement. Pilihan ini karena pada terhadap kejahatan dibidang ekonomi dalam hal tretentu bersifat kasuistis. Sifat kasuistis ini memang dapat menyebabkan timbulnya diskresi yang dilakukan oleh penegak hukum. Mengingat perkembangan dan dimensi baru dari kejahatan ekonomi, yang menuntut perlunya peninjauan kembali UU.No.7/drt/1955, baik dalam arti reorientasi
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 (penyesuaian kembali), reevaluasi (menilai kembali), reorganisasi (mengelompokkan kembali), reformasi (memperbaharui kembali) maupun restrukturisasi (menyusun kembali), atau rekategorisasi terhadap pokok-pokok pildana dan jenis-jenis perbuatan yang perlu dinyatakan sebagai Tindak Pidana Ekonomi.9 Dalam penulisan makalah ini penulis menyatakan pokok permasalahannya, yakni sebagai berikut: Bagaimanakah perumusan pertanggungjawaban dan pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana penyelundupan kepabeanan?



B. Pembahasan 1. Definisi Kejahatan Korporasi (Corporate Crime) Kejahatan korporasi (corporate crime) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekenomian dan teknologi. Corporate crime bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan berserta kompleksitasnya.



Di sisi lain, ketentuan hukum pidana yang



berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya. Salah satu contohnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang (money laundering) yang baru dikriminalisasi secara resmi pada tahun 2002. Contoh lain adalah kejahatan dunia maya atau cyber crime yang sampai dengan saat ini pengaturannya masih mengundang tanda tanya. Akibatnya, banyak bermunculan tindakan-tindakan atau kasus-kasus illegal, namun tidak dapat dikategorikan sebagai crime. 10



9



10



UU.No.7/drt/1955 belum dapat memberikan perlindungan maksimal dalam standar penyelesaian kasus, antara lain: (a) Memformulasikan kebijakan sanksi pidana yang diatur dalam UU.No.7/drt/1955, ternyata masih digunakan dalam lembaga yudikatif di berbagai tingkat Keputusan Pengadilan, walaupun diketahui konsideransnya, masih menggunakan UUDS.1950; (b) Di dalam pengambilan keputusan, ternyata masih terdapat kontroversi putusan ancaman pidana, (c) Mengantisipasi tersebarnya perundang-undangan yang mengatur di bidang ekonomi berdasarkan pasal 1 sub 3e. Singgih, Kejahatan Korporasi yang Mengerikan, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 2005, hal. 9.
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 Pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi di abad ke-21 terjadi demikian sistematis dan meluas. Pertanggungjawaban pidana korporasi demikian telah diakui di dalam negeri sistem hukum perdata dan umum hukum berdasarkan pemahaman yurisprudensi bahwa entitas perusahaan adalah badan hukum yang akibatnya dikenakan sanksi pidanam sebagaimana dikatakan oleh Nora Gotzmann: “Corporate abuse of human rights in the 21st century is both systematic and pervasive. Increasingly, criminal liability of corporations has thus been recognised in domestic civil and common law legal systems based on a jurisprudential understanding that the corporate entity is a legal person who is consequently subject to criminal liability.”11 Black’s Law Dictionary menyebutkan kejahatan korporasi atau corporate crime adalah any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as “white collar crime. 12 Kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), sering juga disebut sebagai “kejahatan kerah putih”. Sally. A. Simpson yang mengutip pendapat John Braithwaite menyatakan kejahatan korporasi adalah “conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law“.13 Simpson menyatakan bahwa ada tiga ide pokok dari definisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi. Pertama, tindakan ilegal dari korporasi dan agenagennya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal



11



12



13



Nora Gotzmann, Legal Personality of the Corporation and International Criminal Law: Globalisation, Corporate Human Rights Abuses and the Rome Statute, Journal International, http://www.law.uq.edu.au/articles/qlsr/Gotzmann-QLSR.pdf (diunduh tanggal 15 Desember 2012: jam 10.00 WIB) Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., St. Paul, Minnessota, 1990, ed.6, hal. 339. Leden Marpaung, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal.65.
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 prosedur administrasi. Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Kedua, baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan “legal persons“) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors), dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan subkultur organisasional.14 Sutherland mendefinisikan kejahatan kerah putih sebagai "a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation." The definition has its problems. The concept of "respectability" defies precision of use. The requirement that a crime cannot be a white collar crime unless perpetrated by a person of "high social status" is an unfortunate mixing of definition and explanation, especially when Sutherland used the widespread nature of white collar crime to refute class-based theories of criminality.15 Sedangkan, Kramer menyimpulkan dengan menawarkan definisi berikut dari kejahatan korporasi sebagai berikut:16 "... criminal acts (of omission or commission) which are the result of deliberate decision making (or culpable negligence) by persons who occupy structural positions within the organisation as corporate executives or managers. These decisions are organisational in that they are organisationally based - made in accordance with the operative goals (primarily corporate profit), standard operating procedures, and cultural norms of the organisation - and are intended to benefit the corporation itself."



14 15



16



Ibid. Dalam John Braithwaite, White Collar Crime, Journal International, http://cooley.libarts.wsu.edu (diunduh tanggal 16 Desember 2012,jam: 20.15 WIB) hal. 3. Roman Tomasic, Corporate Crime And Corporations Law Enforcement Strategies In Australia http://www.criminologyresearchcouncil.gov.au, Journal International (diunduh tanggal 16 Desember 2012,jam: 20.25 WIB) hal.2
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 Menurut Mardjono Reksodiputro (1994), yang menyatakan bahwa karena pemahaman kita tentang kejahatan korporasi timbul dari analisis tentang kejahatan kerah putih, pelanggaran hukum (pidana) oleh perusahaan atau usaha dagang yang berlingkup skala kecil atau terbatas (small business offences) tidak termasuk ke dalam "kejahatan korporasi" maupun "illegal corporate behavior". Corporate crime atau kejahatan korporasi, pada dasar dan sifat, kejahatan korporasi bukanlah sesuatu barang baru; yang baru adalah kemasan, bentuk serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama. Bahkan dampak yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak jaman dahulu.17 2. Penerimaan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (corporate liability) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP disebabkan karena subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (natuurlijke persoon). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas sociates delinquere non potest dimana badan hukum dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (rechspersoonlijkheid) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana18. Prinsip-prinsip pertanggungjawaban korporasi telah diatur dan tersebar dalam peraturan perundangan di luar KUHP. Prinsip ini dapat ditemukan dalam dalam Undang-Undang (UU) tentang Penimbunan Barang, dan dikenal secara lebih luas lagi dalam UU No. 71 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya dalam perkembangannya, prinsip pertanggungjawaban korporasi dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti: UU No. 5/1984 tentang Perindustrian, UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal, UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkembangannya, penerapan prinsip pertanggungjawaban korporasi 17 18



J.E. Sahetapy, J.E., Kejahatan Korporasi, (Bandung: Refika Aditama, 1993), hal.4. Jentera Jurnal Hukum, Hukum Online, 16 Pebruari 2005.
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 ini telah mengalami perkembangan yang demikian pesat sejalan dengan meningkatnya kejahatan korporasi itu sendiri. Pada awalnya, korporasi belum diakui sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, karenanya tanggungjawab atas tindak pidana dibebankan kepada pengurus korporasi. Dalam konteks hukum internasional, kejahatan korporasi merupakan fenomena baru. Hal ini dapat dilihat dari obyek hukum internasional yang selama ini adalah negara, telah bergeser. Yaitu mulai mengarah pada Trans National CorporationsMultinational Corporation (TNCs/MNC) sebagai suatu lembaga yang dapat dimintai pertanggujawaban dalam kasus kejahatan kerah putih (white collar crime). Kejahatan korporasi dapat disebut kejahatan karena biasanya melanggar aspek pidana, perdata dan prosedur administrative. Adapun cakupan kejahatan korporasi sangatlah luas, mulai dari individu hingga semua kegiatan usaha yang terkait dengan perusahaan yang bersangkutan (supplier, distributor dll). Dalam dokumen yang dikeluarkan Komisi HAM (Commision of Human Right--CHR) Sub Komisi Promosi dan Perlindungan HAM PBB, yang berjudul "Norms on the responsibilities of transnational corporations and other business enterprises with regard to human rights" disebutkan norma tentang tanggungjawab TNCs. Yaitu secara garis besar menyebutkan bahwa, kejahatan korporasi (corporate crime) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang dilakukan korporasi (badan usaha) mencakup kejahatan HAM, humaniter, perburuhan, kejahatan terhadap hak konsumen serta praktik-praktif yang luas dari definisi korupsi19. Dikenakannya sanksi pidana/tindakan kepada Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana cukup beralasan dan sesuai dengan beberapa rekomendasi konggres PBB mengenai The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, antara lain:20 1.



Dalam rekomendasi Konggres PBB ke-8/ 1990 ditegaskan, agar ada tindakan terhadap “perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perkara korupsi”.



19



20



Patra M. Zein, Kejahatan Korporasi dan Norma tentang Akuntabilitas Korporasi, Makalah, (YLBHI), 7 April 2004. Barda Nawawi Arief,Op.Cit, h. 15-16.
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 2.



Dalam dokumen Konggres PBB ke-9/1995 di Kairo, antara lain ditegaskan sebagai berikut: “Korporasi, asosiasi kriminal atau individu mungkin terlibat dalam penyuapan para pejabat untuk berbagai alasan yang tidak semuanya bersifat ekonomis. Namun dalam banyak kasus, masih saja penyuapan digunakan untuk mencapai keuntungan ekonomis. Tujuannya ialah membujuk para pejabat untuk memberikan berbagai bentuk perlakuan khusus/ istimewa, antara lain: a.



Memberi kontrak;



b.



Mempercepat/memperlancar ijin;



c.



Membuat perkecualian-perkecualian atau menutup mata terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan.



Perkembangan mengenai konsep korporasi sebagai subyek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktifitas usaha. Pada mayarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerjasama, antara lain adalah terhimpun modal yang lebih banyak, tergabungnya ketrampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan seorang diri dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko kerugian.21 Proses modernisasi yang berlangsung di negeri ini, khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan telah terjadi perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri dan perdagangan. Perubahan demikian tidak hanya perubahan mengenai modal kegiatan usaha yang dijalankan secara perorangan menjadi usaha bersama, tetapi juga perubahan orientasi, nilai-nilai, sikap-sikap dan pola perilaku masyarakat menjalankan kegiatan usaha.22



21



22



Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal.27. Ibid, hal.28.
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 Menurut Is Susanto (1990 : 2-3) perbedaan dan perubahan masyarakat agraris ke masyarakat industri adalah: 1.



Kebutuhan modal dalam jumlah yang besar, sehingga menghasilkan usahausaha mengumpulkan dana masyarakat secara insentif.



2.



Perubahan dalam pemilikan yang dapat dilihat ke dalam kekuasaan dan hakhak yang tidak tampak seperti deposito, saham dan surat berharga lainnya;



3.



Kegiatan ekonomi yang berorientasi ke pasar (internasional);



4.



Terjadinya pemindahan pemilikan, yakni dari milik pribadi ke pemilikan korporasi;



5.



Korporasi semakin meluas dan berkuasa dalam kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan. Di bidang hukum pidana, keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha



yang menyandang istilah korporasi diterima dan diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan.23 Kejahatan korporasi mungkin tidak terlalu sering kita sering dalam pemberitaan-pemberitaan kriminil di media. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian juga pada umumnya lebih sering menindak aksi-aksi kejahatan konvensional yang secara nyata dan faktual terdapat dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Ada beberapa beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini.24 Pertama, kejahatan-kejahatan yang dilaporkan oleh masyarakat hanyalah kejahatan-kejahatan konvensional. Penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas aparat kepolisian sebagian besar didasarkan atas laporan anggota masyarakat, sehingga kejahatan yang ditangani oleh kepolisian juga turut bersifat konvensional. Kedua, pandangan masyarakat cenderung melihat kejahatan korporasi atau kejahatan kerah putih bukan sebagai hal-hal yang sangat berbahaya,dan juga turut dipengaruhi. Ketiga, pandangan serta landasan hukum menyangkut siapa yang diakui sebagai



23



24



Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi). Pidato Pengukuhan Jabatan sebagai Guru Besar dalam Bidang llmu Hukum Pidana FH Universitas Indonesia, Jakarta 30 Oktober 1993, hal.63. Diintisarikan dari Susanto, I. S. 1990, Statistik Kriminal sebagai Konsruksi Sosial, Penyusunan, Penggunaan dan Penyebarannya, suatu Studi Kriminologi, Disertasi, Semarang (Tidak diterbitkan).



13



 subjek hukum pidana dalam hukum pidana Indonesia.



Keempat, tujuan dari



pemidanaan kejahatan korporasi adalah lebih kepada agar adanya perbaikan dan ganti rugi, berbeda dengan pemidanaan kejahatan lain yang konvensional yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum. Kelima, pengetahuan aparat penegak hukum menyangkut kejahatan korporasi masih dinilai sangat minim, sehingga terkadang terkesan enggan untuk menindaklanjutinya secara hukum.



Kelima, kejahatan



korporasi sering melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dengan status sosial yang tinggi. Hal ini dinilai dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia memang hanya menetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang persorangan (legal persoon). Pembuat undang-undang dalam merumuskan delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi. Berdasarkan KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu.25 Sehingga, jika KUHP Indonesia saat ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, namun hanya dimungkinkan pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi. Hal ini bisa kita lihat dalam pasal 398 KUHP yang menyatakan bahwa jika seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan korporasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 4 bulan: 1. jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatanperbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai, atau perkumpulan…(dan seterusnya).



25



Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kita Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 98.
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 Di Belanda sendiri, sebagai tempat asal KUHP Indonesia, pada tanggal 23 Juni 1976, korporasi diresmikan sebagai subjek hukum pidana dan ketentuan ini dimasukkan kedalam pasal 51 KUHP Belanda (Sr.), yang isinya menyatakan antara lain: 1.



Tindak pidana dapat dilakukan baik oleh perorangan maupun korporasi;



2.



Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi, penuntutan pidana dapat dijalankan dan sanksi pidana maupun tindakan yang disediakan dalam perundang-undangan



sepanjang



berkenaan



dengan



korporasi



dapat



dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan sanksi dapat dilakukan terhadap korporasi sendiri, atau mereka yang secara faktual memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana yang dimaksud, termasuk mereka yang secara faktual memimpin pelaksanaan tindak pidana dimaksud, atau korporasi atau mereka yang dimaksud di atas bersama-sama secara tanggung renteng. Berkenaan dengan penerapan butir-butir sebelumnya, yang disamakan dengan korporasi: persekutuan bukan badan hukum, maatschap (persekutuan perdatan), rederij (persekutuan perkapalan) dan doelvermogen (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu; social fund atau yayasan). 26 Meskipun KUHP Indonesia saat ini tidak mengikutsertakan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun korporasi mulai diposisikan sebagai subyek hukum pidana dengan ditetapkannya UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kemudian kejahatan korporasi juga diatur dan tersebar dalam berbagai undang-undang khusus lainnya dengan rumusan yang berbeda-beda mengenai “korporasi”, antara lain termasuk pengertian badan usaha, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan, organisasi, dan lain-lain, seperti : -



UU No.11/PNPS/1964 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi



-



UU No.38/2004 tentang Jalan



26



Ibid, hal.102.
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 -



UU No.31/1999 jo. UU No.21 tahunn 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



-



dan lain-lain Dalam literatur Indonesia juga ditemukan pandangan yang turut untuk



mewacanakan menempatkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Seperti misalnya Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia”, menyatakan : “Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi. Maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.”27 Di Indonesia dalam konsep KUHP Tahun 2004 juga sudah diatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan umum Buku I . Adapun pasalpasal tersebut adalah sebagai berikut : 1)



Pasal 44 : “Korporasi sebagai subjek tindak pidana ”.



2)



Pasal 45 : ”Tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasar hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama.”



3)



Pasal 46 : ”Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakann terhadap korporasi dan /atau pengurusnya” .



3)



Pasal 47 : “Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan /atau atas nama korporasi, jika



27



Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Ed.2, Cet.6, (Bandung : Eresco, 1989), hal.55.



16



 perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan”. 4)



Pasal 48 : “Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang, pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi”.



5)



Pasal 49 : (1)



Dalam



mempertimbangkan



suatu



tuntutan



pidana,



harus



dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap korporasi. (2)



Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim.



6)



Pasal 50 : “Alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat diajukan oleh pembuat yang bertindak untuk dan /atau atas nama korporasi, dapat diajukan oleh korporasi sepanjang alas an tersebut langsung berhubungan dengan perbuatan yang didakwakan pada korporasi”.



Dengan pertimbangan dampak yang dapat ditimbulkan oleh kejahatan korporasi baik bagi masyarakat, perekonomian, pemerintahan dan aspek-aspek lainnya yang berbahaya, bahkan lebih serius dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk kejahatan yang konvensional, maka pidana dan pemidanaan terhadap korporasi merupakan suatu keharusan. Kejahatan korporasi di bidang kepabeanan dalam bentuk penyelundupan merupakan kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang yang terpandang di mata masyarakat dan dampak dari kejahatan ini sangat besar di bidang ekonomi suatu negara. Keterkaitan antara pelanggaran ekonomi dengan kegiatan penyelundupan kepabeanan yang dilakukan oleh korporasi menunjuk kepada bentuk pelanggaran yang dilakukan, yakni bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan atau violation of currency regulations, mengekspor dan
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 mengimpor barang-barang di bawah standar dan bahkan hasil-hasil produksi yang membahayakan (export and import of substandard and even dangerously unsafe products). Berdasarkan politik hukum pidana, maka keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyandang istilah korporasi diterima dan diakui sebagai subyek



hukum



yang



dapat



melakukan



tindak



pidana



serta



dapat



pula



dipertanggungjawabkan. 3. Pertanggungjawaban (Korporasi)



Yang



dan



Pemidanaan



Melakukan



Terhadap



Tindak



Badan



Pidana



Hukum



Penyelundupan



Kepabeanan Menurut



Loebby



Loqman28



masalah



pertama



dalam



pembahasan



pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah apa yang dimaksud dengan korporasi itu ?. Dalam diskusi yang dilakukan oleh para sarjana berkembang 2 (dua) pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu kumpulan dagang yang berbadan hukum. Jadi dibatasi bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah korporasi yang sudah berbadan hukum. Alasannya adalah bahwa dengan sudah berbadan hukum, telah jelas susunan pengurus serta sejauhmana hak dan kewajiban dalam korporasi tersebut. Pendapat lain adalah yang bersifat luas; dimana dikatakan bahwa korporasi tidak perlu harus berbadan hukum. Setiap kumpulan manusia, baik dalam hubungan suatu dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabakan secara pidana. Melihat kenyataan dewasa ini di mana korporasi semakin memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, sehingga doktrin universitas delinquere non potest (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana) sudah mengalami perubahan dengan diterimanya konsep pelaku fungsional menurut Rolling29 pembuat delik memasukkan korporasi ke dalam “functioneel daderschap ” oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting



28



29



Loebby Loqman, Kapita Selekta Tindak Pidana Di Bidang Perekonomian, (Jakarta, Datacom, 2002), hal 32. Rolling, Dalam Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung, Sekolah Tinggi Hukum, 1991), hal.8.
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 dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi yaitu pemberi kerja, produsen , penentu harga, pemakai devisa dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut di atas yaitu bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana,



maka



hal



ini



pertanggungjawabannya



menimbulkan



dalam



hukum



permasalahan pidana.



Sebab



yang



menyangkut



berkaitan



dengan



pertanggungjawaban pidana, selama ini di Indonesia menganut asas kesalahan . Artinya bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum, tapi pada pelaku harus ada unsur kesalahan, atau yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld; keine strafe ohne schuld). Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan lagi, sebab akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama sekali tidak bersalah. Adapun kesalahan dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. Dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka timbul permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, yaitu apakah badan hukum (korporasi) dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kealpaan. Karena sangat sukar untuk menentukan ada atau tidak adanya kesalahan pada korporasi,



ternyata



dalam



perkembangannya



khususnya



yang



menyangkut



pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya “pandangan baru” atau katakanlah pandangan yang berlainan, bahwa khususnya untuk pertanggungjawaban dari badan hukum (korporasi), asas kesalahan tidak berlaku mutlak, sehingga pertanggungjawaban pidana yang mengacu pada doktrin “strict liability” dan “vicarious liability” yang pada prinsipnya merupakan penyimpangan dari asas kesalahan, hendaknya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana.30 Strict liability adalah : Si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam



30



Ibid. hal.8.
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 undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.31 Pertanggungjawaban ini sering diartikan dengan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault). Vicarious liability sering diartikan “pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain”32, secara singkat sering diartikan “pertanggungjawaban pengganti”. Persamaan dan perbedaan antara “strict liability” dan “vicarious liability” adalah sebagai berikut : persamaannya adalah baik “strict liability” maupun ”vicarious liability” tidak mensyaratkan adanya “mens rea” atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Perbedaannya terletak pada “strict liability crimes” pertanggungjawaban bersifat langsung dikenakan pada pelakunya, sedangkan “vicarious liability” pertanggungjawaban pidana bersifat tidak langsung. Pertanggungjawaban pidana selain berdasarkan kedua doktrin di atas, di Inggris dikenal pula asas identifikasi, dimana korporasi dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi. Pada asas ini “mens rea” tidak dikesampingkan seperti halnya pada “strict liability” dan “vicarious liability”. Teori identifikasi adalah salah satu teori yang menjustifikasi pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan atau kehendak direktur adalah juga merupakan tindakan atau kehendak korporasi (the act and state of mind of the person are the acts and state of mind of the corporation ) demikian menurut Richard Card33. Walaupun pada asasnya korporasi dapat dipertanggungjawabkan sama dengan orang pribadi, namun ada beberapa pengecualian yaitu34: 1)



Dalam perkara yang menurut kodratnya tidak dapat dilakukan oleh korporasi misalnya : bigami, Perkosaan, sumpah palsu;



2)



Dalam perkara yang satu-satunya pidana yang dapat dikenakan tidak mungkin dikenakan kepada korporasi, misalnya pidana penjara dan pidana mati. Hal senada juga dikemukakan oleh Peter Gillies bahwa :”the law now



recognizes that the company can incur criminal liability, although not for all crimes 31



32 33



34



Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 1994), hal 28. Ibid, hal.33. Richard Card, Dalam Hanafi, Reformasi Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Ilmu Hukum No 11 Vol 6 1999, hal. 29. Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum ….Op Cit, hal.37.
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 ”35 .Jadi tidak semua tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Dari kutipan di atas disinggung tentang pidana terhadap korporasi, dimana dikatakan bahwa pidana penjara dan pidana mati tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Jadi jika hal ini dihubungkan dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana pokok terdiri atas : pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan dan denda; maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda. Bertolak dari pengertian di atas, lebih lanjut lagi diuraikan bahwa apabila dibatasi pada hukum pidana substantif, maka keseluruhan sistem peraturan perundangundangan (“statutory rules”) yang ada dalam KUHP (sebagai induk aturan umum) dan Undang-Undang Khusus di luar KUHP, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan substantif. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (“statutory rules”) di bidang hukum pidana substantif itu terdiri dari “aturan umum” (“general rules”) dan “aturan khusus” (“special rules”). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat di dalam KUHP (Buku II dan Buku III) maupun dalam Undang-Undang yang tersebar di luar KUHP. Aturan khusus ini pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum . Dalam undang-undang hukum pidana yang tersebar di luar KUHP, yang sudah mengenal korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana, misalnya UU Tindak Pidana Ekonomi (UU No. 7 Drt/1955) rumusan tindak pidana dan tindakannya adalah sebagai berikut : -



Hukuman pokok berupa : 1. hukuman penjara; 2. hukuman kurungan; 3. denda.



35



Peter Gillies, Criminal Law, 1990, hal.125.
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 -



Hukuman tambahan berupa : 1. pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 KUHP; 2. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahan terhukum dimana tindak pidana ekonomi itu dilakukan selama 1 (satu) tahun; 3. perampasan barang-barang tetap yang berwujud atau tidak berwujud: -



dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan ;



-



yang sebagian atau seluruhnya diperoleh dengan tindak pidana itu;



-



harga lawan yang menggantikan barang itu; tanpa memperhatikan apakah barang atau harga lawan tersebut milik si terhukum atau bukan miliknya.



4.



perampasan barang-barang tidak tetap yang berwujud atau tidak berwujud : -



yang termasuk perusahan si terhukum, dimana tindak pidana itu dilakukan;



-



harga lawan yang menggantikan barang-barang itu; tanpa memperdulikan apakah barang atau harga lawan itu milik si terhukum atau bukan miliknya, akan tetapi :



-



sekedar barang-barang itu sejenis dan mengenai tindak pidananya;



-



bersangkutan dengan barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) sub c.



5. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan kepada si terhukum oleh pemerintah untuk waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun; 6. Pengumuman keputusan hakim. -



Perampasan : 1. perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan si terhukum tidak dijatuhkan sekedar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu; 2. dalam perampasan barang-barang, maka hakim dapat memerintahkan, bahwa seluruhnya atau sebagian akan diberikan kepada si terhukum.



-



Tindakan tata tertib antara lain : 1. penempatan perusahan di bawah pengampuan; 2. kewajiban membayar uang jaminan;
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 3. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak atau meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak; 4. kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan. Dari jenis hukuman yang diuraikan di atas jelas bahwa untuk pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah denda, untuk pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 KUHP tidak dapat dikenakan pada korporasi oleh karena hak-hak tersebut hanya melekat pada manusia alamiah. Berdasarkan hasil penyelidikan dapat ditetapkan tuntutan pidana atas badan dan/atau pimpinannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan selalu berupa pidana denda. Hal tersebut diatur dalam pasal 108 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan yang menetapkan sebagai berikut : (1)



Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: a.



badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau



b.



mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.



(2)



Tindak pidana kepabeanan dianggap dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.



(3)



Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan
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 diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan. (4)



Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Pasal ini memberikan kemungkinan dapat dipidananya suatu badan hukum,



perseroan atau perusahaan, termasuk badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya, perkumpulan, termasuk persekutuan, firma atau kongsi, yayasan atau organisasi sejenis, atau koperasi dalam kenyataan kadang-kadang orang melakukan tindakan dengan bersembunyi di belakang atau atas nama badan-badan tersebut di atas. Oleh karena itu, selain badan tersebut, harus dipidana juga mereka yang telah memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana atau yang sesungguhnya melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian orang yang bertindak tidak untuk diri sendiri, tetapi wakil dari badan tersebut, harus juga mengindahkan peraturan dan larangan yang diancam dengan pidana, seolah-olah mereka sendirilah yang melakukan tindak pidana tersebut. Atas dasar hasil penyidikan, dapat ditetapkan tuntutan pidana yang akan dikenakan kepada badan-badan yang bersangkutan dan/atau pimpinannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada badan tersebut senantiasa berupa pidana denda. Berkaitan dengan pelanggaran UU Kepabeanan yang diancam dengan sanksi pidana, barang yang berasal dari tindak pidana dirampas untuk negara. Barang tersebut merupakan barang milik negara. Dalam pasal 109 ditetapkan bahwa atas barang impor atau ekspor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, 103 huruf d, Pasal 104 huruf a atau Pasal 102A atau pasal 102D (barang tertentu) dirampas untuk negara.



24



 Terhadap sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan pasal 102 A, juga dirampas untuk negara. Sedangkan sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 102D, dapat dirampas untuk negara. Barang



yang



dirampas



tersebut



diselesaikan



berdasarkan



ketentuan



sebagaimana diatur dalam Pasal 73, mengenai penyelesaian barang milik negara. Terhadap sarana pengangkut yang “semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana” adalah sarana pengangkut yang pada saat tertangkap nyata-nyata ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan. Yang dimaksud dengan “dapat dirampas” adalah memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan putusan dengan memperhatikan kasus per kasus, misalnya kapal yang hanya mengangkut Barang Tertentu dalam jumlah sedikit sedangkan kapal tersebut diperlukan sebagai alat angkut untuk menopang perdagangan ekonomi daerah tentunya diputuskan untuk tidak dirampas. Secara umum pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh penuntut umum. Namun barang impor/ekspor yang berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk negara, berdasarkan UU Kepabeanan barang tersebut menjadi milik negara. Barang tersebut pemanfaatannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berkaitan dengan pidana denda, dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud diatas tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Hal tersebut diatur dalam pasal 110 UU Kepabeanan. Selanjutnya dalam hal tindak pidana sudah kadaluwarsa, dalam pasal 111 ditetapkan bahwa terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh tahun) sejak diserahkan Pemberitahuan Pabean atau sejak terjadinya tindak pidana. Kadaluwarsa penuntutan tindak pidana dibidang kepabeanan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu kepastian hukum, baik kepada masyarakat usaha maupun kepada penegak hukum.
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 C. Kesimpulan Kejahatan korporasi di bidang kepabeanan dalam bentuk penyelundupan merupakan kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang yang yang terpandang di mata masyarakat dan dampak dari kejahatan ini sangat besar di bidang ekonomi suatu negara. Terdapat hubungan kausalitas antara penyelundupan kepabeanan yang dilakukan oleh korporasi dengan tujuan korporasi yakni bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan keuangan atau violation of currency regulations, mengekspor dan mengimpor barangbarang di bawah standar dan bahkan hasil-hasil produksi yang membahayakan (export and import of substandard and even dangerously unsafe products). Penerimaan korporasi selaku subjek tindak pidana diakui dalam berbagai peraturan perundangundangan selain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan diantaranya yakni, UU No.15 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No.8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, dan lain sebagainya. Jadi keberadaan suatu badan hukum atau badan usaha yang menyandang istilah korporasi diterima dan diakui sebagai subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana serta dapat pula dipertanggungjawabkan.
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